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MOTTO

“ Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunannya”

(Slogan Dirjen Pajak)

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 
yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 

Ingat hanya pada Alloh apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat 
meminta dan memohon”

(Kata Mutiara) 

*) www.pajak.co.id/slogan pajak

*) kata mutiara
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RINGKASAN

“Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP LaserJet Pada Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”; Nona Putri Ani Rohmah,
130903101022; 2016: Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu 
Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata ( PKN ) dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2016 

sampai tanggal 18 Maret 2016 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Jember. Dari hasil Praktek Kerja Nyata penulis dapat memperoleh gambaran 

mengenai bagaimana Prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang 

pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh Kantor  Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Jember serta memperoleh bagaimana Prosedur 

Penghitungan,Pemungutan, Penyetoran  dan Pelaporan PPh pasal 22 yang pajaknya 

dilakukan sendiri oleh pihak kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dalam hal ini Bendaharawan KPKNL Jember diberi wewenang untuk 

memungut pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi pembelian Refil Toner HP 

LaserJet, bendaharawan KPKNL juga diberi wewenang untuk menyetorkan dan 

melaporkan atas transaksi tersebut. 

Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jember dengan NPWP 00.151.552.7-

626.000 telah melakukan transaksi pembelian berupa Refil Toner HP LaserJet dengan 

Global Technical Computer ( GTC ) yang memiliki NPWP 02.016.125.3-626.000.

Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jember merupakan salah satu wajib 

pajak badan yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan segala kegiatan 

perpajakan mulai dari penghitungan, pemumgutan, penyetoran dan pelaporan pajak 

penghasilan pasal 22, tarif yang ditetapkan untuk pembelian atas Refil Toner HP 

LaserJet yaitu 1,5% x DPP ( Dasar Pengenaan Pajak ).

Kesimpulan dari Praktek Hasil Kerja Nyata yang di laksanakan pada Kantor 

Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Prosedur pengenaan pajak penghasilan pph 

pasal 22 telah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan 
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yang terbaru. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember memungut 

pajak penghasilan mengacu pada Undang- Undang Republik Indonesia nomor 36 

tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia nomor 16/PMK.010/2016 tentang pemungutan pajak pengahsilan 

pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di 

bidang impor / kegiatan usaha di bidang lain.

Berdasakan sistem pemungutan pajak di Indonesia Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Jember menggunakan sistem pemungutan Withholding 

system sistem ini merupakan sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak 

ketiga yaitu Bendaharawan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jember untuk 

memungut atau memotong besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
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PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil 

Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner 

HP LaserJet Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember” Laporan

Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, 

bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak 

langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember;

2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos,MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;

4. Drs. Boedijono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing laporan selama pelaksanaan 

magang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang jember, yang 

memberikan motivasi, bimbingan dan saran yang bermanfaat bagi penulis 

sehingga penulis dapat menyeleseikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik;

5. Yeni Puspita, SE.,ME. Dosen Pembimbing Akademik;

6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember;

7. Agus Hari Widodo, selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang ( KPKNL ) Jember;
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8. Slamet Santoso selaku Kepala KA Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember;

9. Agus Budi Utomo selaku Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember;

10. Joko Susanto selaku Kasi Pelayanan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember;

11. Erwin Maulana M.H selaku Kasi Piutang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember;

12. Wiji Yudhiharso K.P selaku Kasi Pelayanan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember;

13. Bapak Rahmad Basuki dan Seluruh staf dan karyawan Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember;

14. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya 

selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;

15. Seluruh Anggota Tax Center terima kasih atas pengalaman dan kerja samanya 

selama ini, semoga Tax Center semakin berkembang dan maju;

16. Temanku terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku selama ini, telah 

memberikan dukungan dan kerjasamanya selama berjuang bersama-sama di 

bangku kuliah, semoga kita semua sukses;

17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah 

mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk 

mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan saran 

dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya 

penulis berharap, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat 

kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 25 April 2016 Penulis
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berkembang, baik dalam 

pembangunan maupun pertumbuhan perekonomiannya. Kedua perkembangan 

tersebut akan saling berkesinambungan atau saling sambung, perekonomian yang 

tumbuh dengan baik tidak akan terjadi jika tidak ada pembangunan Negara yang 

lancar. Begitu juga pembangunan, tidak akan dapat terlaksana jika perekonomian 

Negara Indonesia tidak berjalan dengan baik dan sistematis. Salah satu sumber 

pemasukan yang paling vital yaitu perpajakan yang kurang begitu dipandang 

sebagai sumber pendapatan yang sangat membantu pemasukan keuangan Negara. 

Maka setelah dipandang sektor perpajakan sangat berpotensi sebagai salah satu 

sumber pemasukan keuangana Negara yang sangat besar dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontra 

Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

keperluan umum (Mardiasmo,2011-1).Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa seluruh warga negara mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran pajak 

terhadap negara. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan atas permasalahan 

perpajakan yang sering timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat,

seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial ekonomi, masih banyak para 

wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya 

sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah merencanakan seluruh kegiatan 

tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber 

pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan 

pembangunan nasional. Sumber penerimaan negara yang berperan penting  dalam 

meningkatkan perekonomian khususnya dari sektor perpajakan berasal dari 

1 
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BUMN, BUMD dan juga instansi – instansi pemerintah, salah satunya adalah 

Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Jember.

Negara Indonesia mulai menerapkan berbagai bentuk pajak yaitu pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya : Pajak 

Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak atas barang mewah 

(PPnBM). Sedangkan pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi, 

contohnya : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor, pajak permukaan air dan pajak rokok. Pajak 

daerah kabupaten/kota, contohnya : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan , 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam.

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

terdapat salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak 

Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan 

pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis Pajak 

Penghasilan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Salah satu pajak 

penghasilan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  Jember 

adalah Pajak Penghasilan Atas Pembelian Refill Toner HP Laserjet. Pajak 

Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, 

baik pemerintahan pusat maupun pemerintahaan daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah, lembaga – lembaga tinggi lainnya Supramono dan Damayanti 

(2015:109).

Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan tarif 1,5 % x harga pembelian (tidak 

termasuk PPN dan tidak final), Pembelian Refill Toner HP Laserjet juga 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10 % dari Dasar Penganaan 

Pajak ( DPP ). Landasan dalam penulisan ini ada pada Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak yang merupakan pajak yang 

dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Di dalam 
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penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP 

Laserjet di KPKNL Jember juga dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 

sebesar 10 % Dasar hukum yang digunakan di Indonesia adalah Undang –

Undang  No. 8 Tahun 1983, adapun revisi dari Undang – Undang No. 8 Tahun 

1983 yaitu Undang – Undang No 11 Tahun 1994 dan Undang – Undang No. 18 

Tahun 2000. Disebutkan dalam pasal 1 angka 27 Undang- Undang PPN tahun 

2000, pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, badan, instansi 

pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan 

melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan 

Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, 

badan atau instansi pemerintah tersebut.

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember terdapat 

beberapa jenis pajak Penghasilan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 

yang pemungutannya dilakukan bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Jember dalam tahun berjalan. Dalam melakukan kerjasama dengan 

pihak rekenan tarif yang digunakan berlaku sesuai Peraturan Menteri 

Keuanganmaka bendahara melakukan penghitungan dan pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 dengan melakukan kerjasama dengan pihak rekanan Global 

Technical Computer atas Pembelian Refill Toner HP Laserjet pada tanggal 03 

Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu 

Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2016 tentang pemungutan pajak 

Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang 

dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang lain pasal 1 ayat (1) huruf e, 

menggunakan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai yang perhitunganya sebagai berikut :

DPP : 100/110 x (Harga Jual)

PPH 22 : Tarif 1,5% x (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :100/110x Rp. 2.200.000=Rp. 2.000.000

Pajak Penghasilan (PPh 22) :1,5% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 30.000
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Bendahara KPKNL Jember melakukan Pemungutan,Penyetoran dan Pelaporan

Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp 30.000. 

Bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember 

melakukan kerjasama dengan rekanan Smart Teknik atas belanja biaya 

pemeliharaan pada tanggal 12 Februari 2016 dengan nilai sebesar Rp 4.900.000,-

(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang  

jenis lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-

undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 dalam 

pasal 23 ayat (1) huruf c penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong pajak 

penghasilan sebesar 2% dari juml;ah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai yang perhitunganya sebagai berikut :

Bendahara KPKNL Jember melakukan Pemungutan,Penyetoran dan Pelaporan

Pajak Penghasilan  Pasal 23 sebesar Rp 89.091. 

Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang 

pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga yaitu 

Bendaharawan pemerintah. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut 

dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk menghitung,memungut, 

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak 

tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah 

PPh Pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh 

Pasal 22 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik 

terhadap prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh 

Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara KPKNL Jember berkaitan dengan 

DPP : 100/110 x (Harga Jual)

PPH : Tarif 2% x (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : 100/110 x Rp 4.900.000=Rp 4.454.545

Pajak Penghasilan (PPh 23) :2% x Rp. 4.454.545 = Rp. 89.091
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pemeliharaan peralatan dan mesin printer seperti pembelian Refill Tonner HP 

LaserJet.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengangangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan, 

penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Jember . Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan penulisan  

Tugas Akhir ini adalah “Prosedur Penghitungan,Pemungutan, Penyetoran dan 

Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Refil Toner HP Laserjet 

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan 

bagaimana Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pembelian Refill Toner HP Laserjet pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember ?

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan Penulis melakukan Praktik Kerja Nyata ini adalah :

1. Mengkaji bagaimana penghitungan, pemungutan , penyetoran dan pelaporan 

pajak penghasilan (PPh) pasal 22 untuk Pembelian Refill Toner HP Laserjet 

Kantor pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

2. Mengkaji pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan sudah sesuai dengan 

ketentuan – ketentuan perpajakan yang diperbaharui.

3. Mengkaji masalah yang muncul sehubungan dengan pemungutan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 22 untuk Pembelian Refill Toner HP Laserjet pada 

Kantor Kekayan Negara dan Lelang Jember.

Manfaat Penulisan Praktik Kerja Nyata ini adalah :

1. Bagi Instansi atau Wajib Pajak 

Memberikan informasi tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 22 

dan solusi untuk masalah yang muncul sehubungan dengan pemungutan.

2. Bagi Penulis

Menambah Pengetahuan bagi penulis mengenai berbagai masalah yang 

muncul dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan, dan menambah 

pengetahuan bagaimana Prosedur Penghitungan, Pemungutan,Penyetoran 

dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Refill Toner HP Laserjet.

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan refrensi dan menambah pengetahuan tentang Penghitungan, 

Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Refill 

Toner HP Laserjet.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontra 

Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011-1).

2.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Resmi Siti (2014:3), terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan,sebagai sumber 

keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak banyaknya 

untuk kas Negara.Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar 

bidang keuangan.Contoh: Tarif Pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para 

pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat 

memperbesar devisi Negara.

Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang  mewah. 

2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk 
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melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau 

pemotong pajak tertentu.

2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

3. Objek pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3-4), pajak dikelompokan menjadi tiga yaitu 

menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya.

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena 

pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang 

menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak 

lain.  

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan contoh dari pajak 

tidak langsung sebab yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai 

seharusnya penjualnya, karena penjualnya yang mengakibatkan adanya 

pertambahan nilai, tetapi pengenaan PPN dapat digeser kepada pembeli.

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan merupakan subjek subjektif, karena 

pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri dari Wajib Pajak yang 

menerima penghasilan. 
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b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib 

Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan Atas Barang 

Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara.

Contoh: 

a) Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN fan PPnBM)

c) Bea Materai

Beberapa contoh jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di 

atas jika dikaitkan dengan jenis pajak menurut golongan dan sifatnya.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No.18 

Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP no. 28 tahun 2009. Pajak 

daerah dibedakan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan 

Air Tanah dan Air Permukaan

b) Pajak kabupaten / kota, contoh : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, 

Reklame, PBB dan BPHTB.
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2.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:9-10) Cara Pemungutan Pajak dibedakan  

menjadi stelsel pajak dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak  

a. Stelsel Nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada Akhir Tahun 

Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat 

diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih 

realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir 

periode (setelah penghasilan riil diketahui)..

b. Stelsel Anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang – undang, misalnya : penghasilan suatu tahun anggapan sama 

dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, 

tanpa harus menuggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang 

dibayarkan tidak bedasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel  

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung bedasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak diesesuaikan 

dengan keadaan yang sesungguhnya. 

1. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang.
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b. Self Assessment system 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar.

c. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) tarif pajak ada empat, yaitu:

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap 

besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapapun adalah Rp 3.000,00,-

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar;

Contoh: Pasal 17 Undang- Undang pajak penghasilan untuk Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri.
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Tabel 2.1 : Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak (%)

Sampai dengan Rp 50.000.000,00

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00

Di atas Rp 500.000.000,00

5%

15%

25%

30%

Sumber : Mardiasmo (2011:9)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar

b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

d. Tarif Degresif

persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Definisi Penghasilan

Menurut Meliala (2007:109) Penghasilan diartikan dengan penghasilan 

dalam arti luas yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh dari manapun datangnya, baik dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, 

serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian 

Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum 
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Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan 

(PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU 

No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali 

dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah UU No. 36 Tahun 2008. 

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat 

Jenderal Pajak 2008).

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Mardiasmo (2011: 155-157) Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan 

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu 

tahun pajak, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang Pribadi;

b. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Badan, terdiri dari: 

a. Perseroan terbatas;

b. Perseroan komanditer;

c. Perseroan lainnya;

d. BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun;

e. Firma;

f. Kongsi;

g. Koperasi;

h. Dana pensiunan;

i. Persekutuan;

j. Perkumpulan;

k. Yayasan;

l. Organisasi massa;

m. Organisasi sosial politik;

n. Organisasi lainnya;

o. Lembaga;

p. Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
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3. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri 

(baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

a. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesiadan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak.

2. Subjek pajak luar negeri

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari 

Indonesia;

b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

yang menerima penghasilan dari Indonesia.

Tabel 2.2: Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri

Wajib Pajak dalam negeri Wajib Pajak luar negeri

a. Dikenakan pajak atas 

penghasilan baik yang diterima 

atau diperoleh dari Indonesia 

dan dari luar Indonesia.

b. Dikenakan pajak berdasarkan 

penghasilan neto.

a. Dikenakan pajak hanya atas 

penghasilan  yang berasal dari 

sumber penghasilan di 

Indonesia.

b. Dikenakan pajak berdasarkan 

penghasilan bruto.
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c. Tarif pajak yang digunakan 

adalah tarif umum (tarif 

Undang-Undang PPh pasal 17).

d. Wajib menyampaikan SPT.

c. Tarif pajak yang digunakan 

adalah tarif sepadan (tarif 

Undang-Undang PPh pasal 

26).

d. Tidak wajib menyampaikan 

SPT

Sumber : Mardiasmo (2011:157)

2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak

menurut Mardiasmo (2011:158) Tidak termasuk subjek pajak penghasilan 

adalah:

a. Kantor perwakilan negara asing

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara 

asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerjapada 

dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat-syarat bukan 

warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan 

lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal balik.

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan 

dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak

menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari 

Indonesia.

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri 

keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak 

menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari 

Indonesia

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi siti (2014:80) objek pajak merupakan segala sesuatu  

(barang jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dekenakan pajak. Objek pajak 

penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 
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yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2011:159) yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

3. Laba usaha;

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

bentuk apapun;

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, atau sumbangan, 

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus atau derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan 

sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan 

usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 

peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan 

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha diantarapihak-pihak 

yang bersangkutan;
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e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagaian atau seluruh 

hak penembangan, tanda turut serta pembiayaan, atau pemodalan dalam 

perusahaan pertambngan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya;

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan 

pengembalian utang;

7. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi;

8. Royalti ;

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. Penerimaan atau perolehan pemabayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. Premi asuransi;

15. Iuran yang dterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak;

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

19. surplus Bank Indonesia.

2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak

Tidak Termasuk Objek Pajak Menurut Mardiasmo (2011:161-163) adalah :

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

1. a. Bantuan atau sumbangaan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
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pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia, yang ditrima oleh lembaga keagmaan yang dibentuk 

atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima 

sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan peraturan pemerintah; dan

2. Warisan;

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatandari wajib 

pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, 

wajib pajak yang dikenakan pajak secara finsl stsu esjib psjsk ysng 

menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa;

6. Dividen atau bagian laba yang diterima tau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak Dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, 

atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha 

yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :

a.   Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b. bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD, yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling 

rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai;
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8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan;

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi 

Kolektif;

10. bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan 

usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan tersebut : 

a. Merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan;

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu 

paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan;dan

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
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2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2011: 246) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah 

PPh yang dipungut dalam tahun berjalan oleh:

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan 

lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas 

penyerahan barang;

2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan 

dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong 

sangat mewah.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2008.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2016 tentang 

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran 

atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan 

Usaha di Bidang Lain.

2.3.3 Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2011:247-248) Yang merupakan Objek pemungutan 

PPh pasal 22 adalah:

1. Impor barang;

2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Angggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat 

maupun Pemerintah daerah;

3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha 

Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja 

negara dan atau belanja daerah;
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4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha 

yang bergerak dibidang industri semen, industri, rokok, industri, industri 

baja dan industri otomotif;

5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha 

Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan 

gas;

6. Pembelian bahan-bahan untuk keprluan industri atau ekspor industri dan 

eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, 

dan perikanan dari pedagang pengumpul;

7. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang dimaksud barang 

yang tergolong sangat mewah adalah :

a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 

20.000.000.000,00.

b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 

10.000.000.000,00.

2.3.4 Pemungut Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:246-247) Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

adalah :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang;

2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat 

Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas 

pembelian barang;

3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang 

melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kecuali badan-badan 

tersebut pada angka 4;

4. Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan 

Urusan Logistik (BULOG), PT.Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. 

Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. 
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Krakatu Steel, PT. Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan 

pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;

5. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri 

kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak, atass penjualan hasil produksinya di dalam negeri;

6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas 

penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;

7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, 

pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas 

pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari 

pedagang pengumpul;

8. Wajib pajak badan yang melaukakan penjualan barang yang tergolong 

sangat mewah.

2.3.5 Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 

Yang dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 menurut Mardiasmo 

(2011:248-249) adalah :

1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian 

tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 

yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk : 

a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas 

di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar 

pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di 

Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;

c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, 

atau kebudayaan;

d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain 

semacam itu yang terbuka untuk umum;
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e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan;

f. Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat 

lainnya;

g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

h. Barang pindahan.

2.3.6 Tarif PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 

dalam  pasal 2 ayat 1 huruf b tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan 

pembelian barang dan / atau bahan – bahan untuk keperluan kegiatan usaha 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu 

setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.7 Saat Terutangnya PPh Pasal 22

Menurut Resmi (2014:302) Saat Terutangnya PPh pasal 22, dibedakan

sebagai berikut :

Tabel 2.3 : Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22

No

(a)

Jenis Kegiatan

(b)Kegiatan

SaSaat Terutang PPh Pasal 22sal 

(((c)22

1. PPh Pasal 22 atas impor barang. Terutang dan dilunasi bersamaan 

dengan saat pembayaran Bea Masuk 

ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 

22 terutang dan dilunasi pada saat 

penyelesaiandokumen 

Pemberitahuan Impor barang (PIB) 
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(a) (b) (c)

2. PPh Pasal 22 atas pembelian 

barang oleh Pemungut Pajak pada 

nomor 2,3 dan 4 (bendahara 

pemerintah, KPA, bendahara 

pengeluaran, pejabat penerbit 

SPM), BUMN tertentu, dan bank-

bank BUMN 

Terutang dan dipungut pada saat 

pembayaran.

3. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil 

produksi semen, industri kertas, 

industri baja, industri otomotif, 

industri farmasi dan penjualan 

kendaraan bermotor oleh ATPM, 

APM dan importirnya

Terutang dan dipungut pada saat 

pembayaran.

4. PPh Pasal 22 atas penjualan bahan 

bakar minyak, bahan bakar gas 

dan pelumas 

Terutang dan dipungut pada saat 

pembayaran.

5. PPh Pasal 22 atas pembelian  

bahan – bahan dari pedagang 

pengepul

Terutang dan dipungut pada saat 

pembayaran.

Sumber : Resmi (2014:302)

2.3.8 Batas Waktu Setor dan Pelaporan PPh Pasal 22

Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak 

adalah sebagai berikut :

1. Atas impor barang penyetoran dilakukaan saat Pemungutan Pajak yang 

dilakukan oleh DirektoratJenderal Bea dan cukai yang harus disetor ke Bank/ 

Kantor Presepsi dan Giro dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak 

dilakukan dan dilaporkan Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu 

penyetoran pajak berakhir;
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2. Atas pembelian barang dari Direktorat JenderalPerbendaharaan, Bendahara 

penyetoran dilakukaan pada saat hari yang sama dengan pelaksanaan 

pembayarandan dilaporkan Paling lambat 14 (empat belas) hari bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;

3. Bendahara Pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah 

penyetoran dilakukaan pada saat penyerahan barang, dengan menggunakan 

Surat Setoran Pajak (SSP) menggunakan SSP rangkap 5 yang telah diisi atas 

nama rekanan. Surat Setoran Pajak tersebut yaitu:

a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak Rekanan;

b. Lembar 2 : untuk KPPN;

c. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP Pratama;

d. Lembar 4 : untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;

e. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

4. Atas pembelian barang dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha 

Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang 

bersumber dari  APBN dan APBD penyetoran dilakukaan pada saat hari 

yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan 

serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan  dilaporkan paling lambat 14 

(empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir;

2.3.9 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Menurut Waluyo (2008:229) dalam hal melakukan pemungutan,penyetoran 

dan pelaporan pajak pasal 22 diatur sebagai beriku :

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang oleh pemungut 

(Bank Devisan dan Direktorat Bea Cukai) dilaksanakan dengan cara 

penyetoran oleh pengimpor yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank 

presepsi, atau bendaharawanDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-

bahan oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam butir 2,3,4 dan 7 

perhatikan pemungut pajak dilaksanakan dengan cara pemungutan dan 
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penyetoran oleh pemungut pajak atas nama wajib pajak ke bank presepsi 

atau Kantor Pos dan Giro.

3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh 

pemungut (perhatikan pemungut pajak) sebagaimana dimaksud dalam butir 

5 dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut 

pajak atas nama wajib pajak ke bank presepsi atau Kantor Pos dan Giro.

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Waluyo (2008:19) Dalam menetapkan besarnya pajak terutang 

tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat 

dalam ketentuan perundang – undangan perpajakan terdapat aturan - aturan 

khusus yang berkaitan dengan akutansi, yaitu masalah konsep transaksi dan 

peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan 

dengan undang – undang.

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2008:176) Akuntansi pajak penghasilan sesuai PSAK 

No.46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, yaitu 

cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan 

periode untuk :

1. Nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai 

tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan.

2. Transaksi-transaki atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang 

diakui pada laporan keuangan perusahaan.

2.4.3 Teori Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2008:19) untuk teori akuntansi didefinisikan sebagai 

alasan logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas,  maka prinsip akuntansi 

dibagi menjadi 2 alasan yaitu :
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1. Memberikan kerangka umum dari rujukan dimana prinsip akuntansi dapat 

dinilai;

2. Pedoman pengembangan praktik dan prosedur baru.

2.4.4 Prinsip Dasar Akuntansi

Menurut Waluyo (2008:25-26) prinsip dasar akuntansi yaitu:

1. Cost Principle (Prinsip Biaya)

Dasar penilaian untuk mencatat perolehan barang, jasa harga pokok, biaya, 

maupun ekuitas, sehingga yang paling pokok adalah penelaian yang 

didasarkan harga pertukaran pada tanggal perolehan.

2. Revenue Principle (Prinsip Pendapatan)

Menjelaskan tentang sifat dan komponen, pengukuran, maupun pengakuan 

pendapatan sebagai salah satu komponen penyusunan laporan laba rugi.

3. Matching Principle (Prinsip Penandingan)

Menjelaskan masalah pengaturan pembebanan biaya pada periode yang 

sama dengan periode pengakuan hasil, sehingga hasil akan diakui pada 

periode menurut prinsip dasar.

4. Objectivity Principle 

Objektivitas dianggap sebagai hasil konsensus kelomoik yang mengukur 

ataupun objektivitas diukur dengan penentuan batas atu limit tertentu.

2.4.5 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi menurut Muljono (2006:5) adalah mengolah data 

kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh karena itu, 

akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Fungsi Akuntansi pajak adalah 

mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan 

keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. 
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Tujuan kualitatif akuntansi pajak menurut Muljono (2006:5) antara lain 

sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, 

antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak 

yang timbul dalam kaitannya dengan perpajakan.

b. Dapat Dimengerti

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat 

dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun oleh pihak lain termasuk oleh 

fiscus (aparat perpajakan).

2.4.6 Sistem Pembukuan Menurut Ketentuan Perpajakan

Sistem pembukuan menurut ketentuan perpajakan Harnanto (2003:106) 

dikelompokan dalam tiga kategori yaitu:

1) Wajib pajak yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, yaitu 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas dan wajib pajak badan di Indonesia.

2) Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban untuk menyelenggarakan 

pembukan,tetapi wajib pajak melakukan pencatatan (pembukuan 

sederhana), yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas, yang menurut ketentuan perundang-undangan 

perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan 

menggunakan norma penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang 

tidak melakukan kegiatan usaha

3) Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban untuk menyelenggarakan 

pembukuan dan melakukan pencatatan (pembukuan sederhana), yaitu wajib 

pajak orang pribadi yang tidak diwajibkan untuk menyampaiakan SPT Pajak 

Penghasilan (pada setiap akhir tahun pajak).
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah 

sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengalami beberapa kali 

perubahan dengan sebuah proses yang panjang dalam Departemen Keuangan 

diamana KPKNL merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam 

Departemen Keuangan, yaitu pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang, 

pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara Republik Indonesia 

didalam satu atap dengan harapan demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang 

lebih efektif dan efisien terkait di bidang-bidang tugas tersebut.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), 

karena adanya transformasi dan reorganisasi pada tahun 2007 maka KP2LN tidak 

hanya menangani piutang negara dan lelang akan tetapi juga menangani 

pengelolaan kekayaan negara sehingga berganti nama Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang beralamat di Jl. Slamet 

Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau angkutan 

umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkatan pelayanan dan kenyamanan 

terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus kenyamanan bagi para pegawai 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

merupakan instansi yang dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara 

(DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara 

dan lelang.

Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitu Jember, Bondowoso, 

Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo.
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3.2 Visi dan MisiKPKNL Jember

3.2.1 Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa 

komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik 

bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggambarkan suatu bentuk yang 

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang 

diwujudkan,yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara dan piutang negara 

yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”.

3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. 

Maka visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

yaitu :

a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas 

pengelolaan kekayaan negara;

b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;

c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan

dalam berbagai kepentingan nilai;

d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, akuntabel, 

dan transparan;

e) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan 

kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi 

kepentingan masyarakat.

3.3 Struktur  Organisasi KPKNL Jember

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi 

serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu organisasi 

yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.
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Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila didalam organisasi itu 

terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, 

koordinasi, hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih 

kekuasaan dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dapat digambarkan sebagai 

berikut;

Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL tahun 2016

Sumber : KPKNL tahun 2016

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur 

organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan piutang dan lelang 

negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
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2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan 

fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang 

peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, 

rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari:

1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian;

2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan;

3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, 

perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan 

akuntabilitas.

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, 

evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam 

melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayan negara;

2) Penyusanan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, 

pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara;

3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung 

jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara;

4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

d. Seksi Penilaian

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi 

permasalahan survey pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, 

penerapan metode penelitian, rekonsilasi nilai serta kesimpulan nilai dan 

laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber 

daya alam, real property, property khusus dan usaha serta penilaian atas 

permintaanbahan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek 

yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah:
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1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, dan 

evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, property, 

property khusus, dan usaha;

2) Pelaksanakaan bahan bimbingan terhadap penilaian;

3) Pelaksanakan kegiatan dibidang penilaian.

Dibidang penilaian terdiri dari:

1) Sub Bagian Sumber Daya Alam

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan bimbingan 

teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian sumber daya 

alam.

2) Sub Bagian Property

Sub bagian peniitian property mempunyai tugas melakukan bahan 

bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis 

penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan terhadap penilaian 

serta pelaksanakaan kegiatan dibidang penilaian property.

3) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha

Sub bagian penilaian property mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan bimbingan 

teknis penelitian, pengelolaan data dan atau informasi, bimbingan terhadap 

penilaian serta pelaksanakan kegiatan dibidang penilaian property.

e. Seksi Piutang Negara

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta 

pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atau pinjaman hutang dan 

eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, 

pengusulan, pencegahan dan pelaksanakan paksa badan, penyiapanpenimbangan 

penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan teknis 

pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan 

yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam 

melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi:
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1) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis dan pemantuan 

pelaksanakaan;

2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara;

3) Pelaksanakan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan 

keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan 

atau penyelesaian piutang negara;

4) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan 

piutang negara;

5) Pelaksanakaan penggalian potensi piutang negara;

6) Pelaksanakaan pengurusan piutang negara;

7) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan 

pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang 

jaminan.

Bidang Piutang Negara terdiri dari:

1) Sub Bagian Piutang Negara I

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanakaan penetapan, penagihan dan 

eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan keringanan hutang, pencegahan 

berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, 

bimbingan teknis atau vertifikasi pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan 

piutang negara lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan 

keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Piutang Negara II

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis dan pemantauan pelaksankaan penetapan, penagihan dan 

eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan 

berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara lingkup 

II, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat 

Jendral.
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3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanakan pemeriksaan 

harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan pemilik penanggung 

hutang atau pinjaman hutang serta pengelolaan dan pemantuan pelaksanakaan 

pengamananan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.  

f. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi lelang mempunyai tugas melakuakan bimbingan teknis, penggalian 

potensi, pemantuan, evaluasi, vertifikasi, dan pengembangan lelang dan 

bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan:

1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, 

evaluasi, vertifikasi risalah lelang dan pembangunan;

2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang;

3) Pelaksanakaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan;

4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanakaan 

pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang.

Bagian lelang terdiri dari:

1) Sub Bagian bimbingan Lelang I

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi.

Vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang,pengawasan lelang, 

pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil lelang I, yang pembagian 

beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi, vertifikasi 

risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang. Pemeriksaan 

kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang lingkup II, yang pembagian 

beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.
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3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanakaan pengawasan 

usaha jasa lelang dan profesi penjabat lelang. 

g. Seksi  Hukum dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan 

fungsi:

1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanakaan pelayanan bantuan 

hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan 

negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;

2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan 

dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

3) Pelaksanakaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;

4) Pelaksanakaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha 

berkas pengurusan piutang negara;

5) Pelaksanakaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang 

kekayaan negara penilaian, pitang negara, dan lelang;

6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari:

1) Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaah hukum, 

serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan 

piutang negara dan lelang.

2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang kekayaan 

negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga bagian ini 

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usahaan
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berkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi pengurusan piutang 

negara, dan lelang.

3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan 

negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta pengolahan jaringan 

komunikasi data.

h. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan pemantauan 

pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan 

terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan serta 

perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3.4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara dan Lelang Jember

Bidang ketenaga kerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan 

mengelola sumber dayan manusia yang ada dalam perusahaan, hal penting yang 

berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain masalah jumlahn karyawan 

dan klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi 

kenaikan jabatan dan kesejahteraan karyawan, jumlah tenaga kerja dalam 

KPKNL, cabang jember adalah sebanyak 41 orang.

3.4.1.  Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Dalam menjalankan kegiatan KPKNKL Jember menetapkan jam kerja 

yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

Hari Kerja Jam Kerja I Istirahat Jam Kerja II

Senin s/d Kamis 07.30 - 12.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 13.30-17.00WIB

Jum’at 07.15 - 11.30 WIB 11.30 - 13.00 WIB 13.00-17.00WIB

Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Tahun 2016
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3.4.2.  Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember

Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Jember dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada Daftar 

Penilaian Pelaksanakaan Pekerjaan (DP3). Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah:

a. Kesetiaan;

b. Prestasi Kerja;

c. Tanggung Jawab;

d. Ketaatan;

e. Kejujuran;

f. Kerja Sama;

g. Prakarsa;

h. Kepemimpinan.

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja (pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakan bentuk motivasi instansi 

kepadapegawainya agar terus maju dan berkembang. Penetapan keputusan 

kenaikan pangkat kegolongan sampai dengan kegolongan yang jenis kenaikan 

pangkatnya merupakan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat empat 

tahun dalam pangkat terkahir.

3.4.3.  Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember

Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh KPKNL Jember 

selain berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan yang diberikan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu:

a. Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNL (Departemen Keuangan) 

Jember berdasarkan tingkat dan jenis jabatan yang dibayarkan bersamaan dengan 

pembayran gaji tiap bulan. Pegawai negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan 

struktural yang tertinggi jumlahnya dari pejabat sementara, berhak atas tunjangan 

jabatan struktural mulai bulan awal.
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b. Tunjangan Cuti

Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari cuti 

sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan 

negara. Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri yang bersangkutan untuk 

memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah.

3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan 

KPKNL Jember

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) dalam meningkatakan kinerja karyawan adalah dengan 

melakukan beberapa cara yaitu:

a. Pengarahan Penyuluhan

Peningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya penyuluhan 

yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahan ini diberikan 

oleh kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali terhadap kinerja 

yang dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan supaya bisa menjadi 

lebih baik untuk hari-hari kedepannya.

b. Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah 

dengan dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi 

kebosanan dalam bekerja yang akhirnya berakibat pada penurunan kinerja 

karyawan. Pemindahan karyawan antar seksi tentunya merupakan kebijakan 

dari kantor sendiri agar karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan 

yang monoton, meskipun pekerjaan yang dihadapi berbeda tetapi dengan 

berjalannya waktu seorang karyawan dapat menyesuaikan pekerjaan yang 

dihadapinya. Dengan adanya pekerjaan yang baru maka karyawan akan 

tertantang untuk melakukannya sehingga kinerja karyawan pun akan ikut 

meningkat. Pada perputaran antar seksi ini dalam pelaksanaan maupun lama 

waktu perpindahan ditentukan oleh kepala kantor.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan 

pada Kantor  PelayananKekayaan Negara dan Lelang Jember mengenai Prosedur, 

Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 22 atas Pembelian Refil Toner HP LaserJet pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Jember, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam proses Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas Pembelian Refill Toner HP LaserJet

yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Jember menggunakan With Holding System dimana 

dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang pada pihak ketiga 

(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang ditanggung Global Technical Computer, 

sedangkan Global Technical Computer hanya menerima bukti pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Refil Toner HP LaserJet.

2. Dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Refil 

Toner HP LaserJet dapat dilakukan apabila sumber dana yang dikeluarkan 

berasal dari APBN atau APBD, yang dikenakan tarif sebesar 1,5% atas 

Pembelian.

3. Pihak Bendahara Kantor  PelayananKekayaan Negara dan Lelang Jember 

membayar pajak yang terutang dengan menggunakan sistem pembayaran 

pajak secara Elektronik melalui internet Banking Bank BRI sesuai dengan 

peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER- 26/PJ/2014.

4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember bekerja sama 

dengan Rekanan Global Technical Computer atas Pembelian Refill Toner 

HP Laserjet dengan Transaksi sebesar Rp. 2.200.000. dan dikenakan Pajak 
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Penghasilan Pasal 22 sebasar Rp. 30.000 x ( DPP ) Dasar Pengenaan 

Pajak.

5.2 Saran

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember harus lebih 

meningkatkan kepatuhan dalam melakukan Pelaporan Pajaknya agar dalam 

melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22  dibayar tepat pada waktunya.

2. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan 

penulisan makalah di kemudian hari.
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